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BUPATI MUSI RAWAS

PROVINS] SUMATERA SELATAN

PERATU RAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .!f. TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

Menimbang :

Mengingat

PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit
Pelaksana TeknisPerlindungan Tanaman pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
Musi Rawas.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Perlindungan Varietas Tanaman ([embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggansi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia
Nomor 6856);
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Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi

10.

Daya Pertanian Berlelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah
diubah beberapa lsali tecakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 sentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipma Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 sentang

Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3616};

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentulsan dan Klasifilsasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451};

. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun

2016 sentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016 Nomor 10}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 Nomor 1};

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan ¥Fungsi Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Pesernakan Kabupaten Musi Rawas
(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor
SN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUS] RAWAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

| ¢
2.

3.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas.

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hoetikultura dan
PesernakanKabupaten Musi Rawas.
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10.

1%

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
Sekrewaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Petesnakan Kabupaten Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungen Tanaman yang
selanjutnya disebut UPT Perlindungan Tanamanadalah Unit
Pelaksana Tekmnis Perlindungan Tanamanpada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten
Musi Rawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanamanyang
selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit
Pelaksana TeknisPerlindungan Tanaman pada Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Petermakan Kabupaten
Musi Rawas.

Subbagian adalah Subbaegian Tata Usaha UPT Perlindungan
Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional diLingkungan UPT Perlindungan Tanaman pada
Dinas Tanaman Pangan Hoctikultura dan Petermakan
Kabupaten Musi Rawas.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Melalui Peraturan Bupa#i ini dibentuk UPT Perlindungan
Tanaman pada Dinas.
UPT Perlindungan Tanamanmerupakan UPT Kelas A.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 3
UPT Perlindungan Tanamanmerupakan unsur pelaksana
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang bimbingan dan pembinaan pengendalian
organisme pengganggu tanaman pada Dinas.
UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala UPI' yang  berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan
tugasnya secara adminiswwratif diknordinasikan oleh
Sekrewaris Dinas.

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanamanterdiri dari:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
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(3)

(1)

(2)

Strukrur  Organisasi UPT  Perlindungan  Tanaman
sebagaimana tercanturn dalam l.ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal S

UPT Perlindungan Tanaman mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional

dan/atau leegiatan telanis penunjang di bidang bimbingan
dan pembinaan pengendalian organisme pengganggu
tanaman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan program kerja dan evaluasi UPT di bidang
perlindungan tanaman pangan dan hortikaltura;

b. pelaksanaan operasional pengendalian organisme
pengganggu senaman (OPT) dan bencana alam;

c. penyaluran stock sarana pengendalian yang bersifat
tanggap darurat;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tugasnya;

e. pemeliharaan sarana/periengkapan UPT dan usul
penghapusan barang/peralatan, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan
tugasnya; dan

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian,
mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi
kepegawaian UPT;

melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan
keuangan, membuat dan mengajulsen rencana anggaran,
pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan
dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan
keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
melaksanalean pengaturan, perencanaan lsebutuhan kantor,
pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan
pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan
umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT
tentang langleeh yang alsan diambil dalam pelaksanaan
tugasnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugasnya.
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BAB V1
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlab tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan kesentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 8
Dalam melaksanalsan tugasnya,Kepala UPT dan Kepala
Subbagianserta Kelompok Jabatan Fungsionalwajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit
organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9
Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan
Fungsionalwajib mengawasi bawahannya, mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabaten
Fungsionalwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta
menyamepaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11
(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
Peratuzan Perundang-Undangan.
(2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan
Struktural Eselon IV.a.
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas
setingkat Eselon IV .b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupa# ini
ditetaplsan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
dilansknya pejabat UPT yang baru.
s



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupa# ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan pada
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 5), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Bupa# ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliu,
pada tanggal, 7 JU 2024

BUPATI MUSI! RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Jun 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

it




IAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR ./¢ . TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEIAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN TANAMAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASIUNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMANPADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTRA DAN
PETERNAKANKABUPATEN MUSI RAWAS

KEPAI A UPT
KASUBBAG
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI MUSI RAWAS,
dto

RATNA MACHMUD



